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PERBEDAAN KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK SEBELUM DAN 
SETELAH DILAKUKANNYA PEMERIKSAAN PAJAK 




Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara yang begitu 
penting untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan Nasional untuk 
mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat seluruh Indonesia. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan 
kepatuhan wajib pajak dalam melakukan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 
dan 25. 
Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang telah selesai dan 
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada tahun 2010 dan 2011 
sejumlah 956 Wajib Pajak Badan, dan sampel yang digunakan sebanyak 90 Wajib 
Pajak Badan dengan pengambilan sampel menggunakan teknik simple random 
sampling. Metode analisis data dengan menggunakan McNemar Test, dan 
perhitungan statistiK dengan menggunakan program SPSS versi 16.0. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada KPP Pratama Sidoarjo 
Utara adalah tidak ada perbedaan kepatuhan formal Wajib Pajak dalam memenuhi 
kewajibannya menyetorkan PPH 21 sebelum dan sesudah dilakukannya 
pemeriksaan, tidak ada perbedaan kepatuhan formal Wajib Pajak dalam 
memenuhi kewajibannya melaporkan PPH 21 sebelum dan sesudah dilakukannya 
pemeriksaan, tidak ada perbedaan kepatuhan formal Wajib Pajak dalam 
memenuhi kewajibannya menyetorkan PPH 25 sebelum dan sesudah 
dilakukannya pemeriksaan, ada perbedaan kepatuhan formal Wajib Pajak dalam 
memenuhi kewajibannya melaporkan PPH 25 sebelum dan sesudah dilakukannya 
pemeriksaan. 
Kata kunci :Pajak, PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, McNemar Test 
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1.1 Latar Belakang 
Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi 
negara yang begitu penting untuk melaksanakan dan meningkatkan 
pembangunan Nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan 
bagi masyarakat seluruh Indonesia. Selain memiliki fungsi budgeter yaitu 
pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, pajak juga memiliki fungsi 
regulerend yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Siti Resmi, 2008:3). Karena 
itu peran dari pajak sendiri harus ditingkatkan lagi, demi tercapainya target 
penerimaan pajak. Penggunaan pajak sendiri digunakan mulai untuk belanja 
pegawai, pendanaan di berbagai investasi barang publik yang merupakan 
tanggung jawab pemerintah, serta digunakan untuk pembiayaan dalam 
rangka memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat (Siti Resmi, 2003: 
2). Dari kedua fungsi tersebut, baik budgeter  dan regulerend, pada dasarnya 
pemerintah menegaskan peran penting pajak, baik sebagai alat penerimaan 
bagi Negara, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan 
di bidang sosial dan ekonomi. 
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Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara 
untuk mendanai pembangunan nasional adalah Pajak Penghasilan (PPh). 
Dapat dilihat di kontribusi per jenis pajak pada penerimaan negara yang 
bersumber pada KPP Pratama Sidoarjo Utara di bawah ini : 
Tabel 1.1 
Kontribusi per Jenis Pajak Pada Penerimaan Negara 
Tahun 
Pajak 
Jenis Penerimaan Pajak 
PPh Non Migas PPN dan PPnBM PBB 
Pajak 
Lainnya 
2010 115.103.349.826 149.317.503.815 46.016.889.794 271.643.443 
2011 183.220.184.858 219.869.220.274 49.609.620.247 94.216.508 
Sumber : KPP Pratama Sidoarjo Utara 
PPh menempati urutan kedua setelah PPN dan PPnBM sebagai jenis 
pajak terbesar dalam penerimaan pajak di Indonesia. Sampai saat ini 
keberadaan PPh kedudukannya penting bagi penerimaan Negara. 
(KPP:2013) 
Dalam pelaksanaan pemungutan PPh, pada tahun 1984 sistem 
perpajakan di Indonesia mengalami reformasi dengan ditetapkannya 
Undang – undang perpajakan. Sejak adanya peraturan baru tersebut, Wajib 
Pajak diperkenalkan dengan self assessment system, yaitu setiap Wajib 
Pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, 
menyetor, dan melaporkan,pajaknya sendiri. Sehingga fiskus hanya bertugas 
mengawasi, melayani dan memberikan informasi perpajakan bagi 
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masyarakat yang membutuhkan. Karena itu diperlukan kesadaran dan 
kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajiban 
perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di 
Indonesia. 
Sistem self assessment memungkinkan adanya potensi wajib pajak 
tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, 
kesengajaan, atau ketidaktahuan para Wajib Pajak atas kewajiban 
perpajakannya. Self assessment system akan berdampak positif pada 
penerimaan negara jika diimbangi dengan tingkat kepatuhan dari Wajib 
Pajak itu sendiri. 
Data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia 
masih rendah karena jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Sidoarjo 
Utara pada tahun 2010 sebanyak 66.076 Wajib Pajak dan pada tahun 2011 
sebanyak 77.233 Wajib Pajak. Sedangkan Wajib Pajak yang melaporkan 
pajak terutangnya pada tahun 2011 sebanyak 24.557 Wajib Pajak Orang 
Pribadi dan 2.352 Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak yang melaporkan 
pajak terutangnya pada tahun 2010 sebanyak 29.020 Wajib Pajak Orang 
Pribadi dan 2.053 Wajib Pajak Badan. Dengan demikian diantara semua 
yang Wajib Pajak yang terdaftar, pada tahun 2010 yang melaporkan hanya 
47% dan tahun 2011 yang melaporkan hanya 35%. Terdapat perbedaan 
yang signifikan antara hasil perhitungan pajak PPh yang harus disetorkan 
menurut Wajib Pajak dan PPh yang harus disetorkan menurut hasil 
perhitungan pihak fiskus. Pada KPP Sidoarjo Utara untuk tahun 2010 hasil 
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pemeriksaan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang 
dikeluarkan pemeriksa yaitu sebanyak 470 buah dan tahun 2011 sebanyak 
770 buah (Sumber: Aplikasi Laporan Pemeriksaan Pajak). Hal ini dapat 
menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang kurang patuh dalam 
membayar dan melaporkan pajaknya secara jujur. (KPP:2013) 
Melihat fenomena ini sudah sepantasnya tingkat pengawasan atau 
penegakan hukum dilakukan, agar pelaksanaan self assessment system  ini 
dapat berjalan secara efektif. Dengan adanya kepercayaan yang besar dari 
pemerintah kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri pajak yang harus 
dibayar, maka sudah selayaknya kepercayaan itu diimbangi dengan upaya 
penegakkan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan Wajib Pajak 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 
2010:261). 
Upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh fiskus untuk 
mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewengan oleh Wajib Pajak 
yang telah diberikan kepercayaan melalui self assessment system adalah 
dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak atau penyidikan pajak dan 
penagihan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:261). Pemeriksaan pajak adalah 
serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau 
bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu 
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
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ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (Anang Mury 
Kurniawan:3) 
Agar dapat menghasilkan pemeriksaan yang efisien dan berhasil guna, 
perlu situasi dimana pemeriksa dapat menjalankan tugas pemeriksaannya 
dengan baik dan dilain pihak Wajib Pajak merasa hak - haknya diperhatikan. 
Salah satu bentuk peran positif Wajib Pajak adalah sikap keterbukaan Wajib 
Pajak. Keterbukaan tersebut diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan 
pembukuan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan 
atau kegiatan usaha yang sesungguhnya. 
Sehubungan dengan hal diatas, maka pemeriksa pajak dalam 
melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan perlu didukung oleh 
faktor penunjang, salah satunya adalah menerapkan langkah strategi 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Karena tujuan utama dari 
pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan, sehingga dengan sistem 
yang memenuhi standar tersebut dapat berdampak langsung pada 
peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak (Anang Mury 
Kurniawan:4). 
Berdasarkan uraian diatas yang telah peneliti jelaskan, maka peneliti 
tertarik untuk mengambil judul “PERBEDAAN KEPATUHAN 
FORMAL WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SETELAH 
DILAKUKANNYA PEMERIKSAAN PAJAK PADA KANTOR 
PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO UTARA” 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka perumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan 
penyetoran pajak antara sebelum dan sesudah dilakukannya pemeriksaan 
pajak ? 
2. Apakah ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan 
pelaporan pajak antara sebelum dan sesudah dilakukannya pemeriksaan 
pajak ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penulis melakukan penelitian ini agar dapat mengetahui dan 
menguji secara empiris perbedaan kepatuhan formal pelaporan dan 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan dan 
gambaran serta penerapan teori yang telah penulis terima selama 
kuliah mengenai perpajakan. 
2. Bagi Akademisi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan sebagai 
informasi bahan pembanding bagi peneliti lain yang ingin membahas 
masalah ini kepada Universitas Pembagunan National “Veteran” Jawa 
Timur pada umumnya dan Fakultas Ekonomi khususnya. 
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 
berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehubungan dengan 
tindakan pemeriksaan yang dilakukan pejabat fungsional. 
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